BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klasses Pemetaan Pajak Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bemotor, Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaaan dan Pajak
Rokok tergolong dalam sektor terbelakang yaitu memiliki potensi rendah dan
kemampuan mengelola rendah, dimana proporsi kontribusi suatu sektor pajak
terhadap rata-rata pajak daerah kurang dari 1 (satu) dan laju pertumbuhan
suatu sektor pajak dari total tambahan penerimaan Pajak Daerah kurang dari 1
(satu).

2. Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan kontribusi
terbesar terhadap pendapatan pajak daerah adalah Pajak Rokok yakni sebesar
0,329 dan yang paling rendah atau tidak kontribusinya adalah Pajak Air
Bawah Tanah/Air Permukaan. Sedangkan Laju Pertumbuhan terbesar terhadap
pendapatan pajak daerah adalah Pajak Rokok yakni sebesar 0,404 dan yang

paling rendah adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 0,075.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisi Tipologi Klasses dan kesimpulan yang telah
diuraikan di atas, maka saran yang dapat diajukan dalam pembahasan penulisan

ini adalah:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan dan Kantor
yang berwenang dalam hal pemungutan dan pengelolaan pajak daerah
sebaiknya lebih mengoptimalkan usaha pemberian pelayanan kepada wajib
pajak dalam hal ini melakukan peningkatan dalam hal edukasi dan
pengembangan serta meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan
tentang pajak dan pentingnya menbayar pajak sehingga dapat meningkatkan
pendapatan Pajak Daerah agar Pajak Dearah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dapat menduduki sektor Potensial (Unggulan).

2. Adanya sanksi denda bahkan ditambahkan dengan sanksi pidana apabila
terjadi pelanggaran yang bersifat lupa membayar pajak atau bahkan di
sengaja, sehingga segala bentuk kecurangan bisa diminimalkan dan
pemungutan pajak bisa dilaksanakan secara optimal.

3. Bagi wajib pajak agar selalu taat pada peraturan yang berlaku, salah satunya

dengan cara membayar pajak tepat pada tanggal jatuh tempo.
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